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WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA-

WALI KOTA SINGKAWANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu -
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas

Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pcrcncanaan
Pembangunan Daerah Kota Singkawang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang .

Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 41 19),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesna Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
5234});

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2014 Nomor 6, 'I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk_
Indonesia Nomor 5494), . _ o

Undang-Undang N?omor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesm Nomor 5387) sebagaunana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan -
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang.
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara |

Republik Indonesia Nomor 5589);



Peraturan. Pemerintah Nomor 16 Tahun'-1994'_1-:cntén'g

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran -

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3547) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan -
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan -

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan! Fungsmnal Pegawai Negeri Sipil-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
51, Tambahan Lembaran  Negara chubhk Indone31a
Nomor 5121); N

Peraturan Pemerint'ah Nomor 97 Tahun 2000 -tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas - Peraturan
Pemerintah Nomor, 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik .

Indonesm Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran'_
Negara Republik Indonesia Nomor 4332); '

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) .
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua: Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor -

188, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna_
Nomor 5467);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkata.n, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nt*gara
Republik Indonesia'Tahun 2003 Nomor 1S, Tambahan
Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah |
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai -

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -

2009 Nomor 164); ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang -
Pedoman Organlsas% Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indomesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); '

i



10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); :

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor _
5258);

12.  Pperaturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomwor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Benta Negara'
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33); ' o

13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5. Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota

Singkawang (Lembaran Daerah Kota Smgkawang Tahun
2008 Nomor 5); a

14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah! di lingkungan Pemerintah Kota

. Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun
2008 Nomor 6, Tambazhan Lembaran Daerah Kota Singkawang -
Nomor 14); .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG URAIAN .TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ' BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA -
SINGKAWANG. ' :

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang. B

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Koth dan Perangkat Daerah sebagm unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. :

Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Singkawang,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang..

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Smgkawang

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Singkawang. $
8

3

N0 AW



(

8.

“Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjlikkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka
memimpin suatu organisasi pemerintahan.

Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang

merupakan wupaya pokok yang: dllakukan pemegang jabatan dalam

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dengan menggunakan perangkat _
kerja dan dalam kondlsl pelaksanaan tertentu.

BAB 11

URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA

(8]
(2)

(3)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagmmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), |

. SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur peluksana ()tonom1 '
Daecrah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin olch Kepala Badan, :

berkedudukan dibawah dan bertanggung ]awab kepada Wali Kota melalui - .

Sekretaris Daerah.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalidh unsur Pimpihan .
yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, .
memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan
perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan berdasarkan :
kebijakan Wali Kota dan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasdl 3

Kepala Badan mempunyai uraian tugas : !

a.

Merumuskan dan merencanakan ‘Rencana Strategis '(Ren'stréi)_- Badan"

Perencanaan Pembangunan Daerah' berdasarkan Rencana Pembangunan |
.Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Singkawang serta ketentuan lain yang

berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Melakukan pembinaan terhadap Pegawa.l Negeri Sipil di Llngkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku guna peningkatan kinerja pegawai; - -

‘Mengarahkan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub

Bidang dalam melaksanakan tugas berdasarkan pedoman kerja untuk-
menghindari terjadinya penyelewengan wewenang; '

Mengkoordinasikan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

_ dengan unit kerja terkait, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang-

berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan serasi;

Memfasilitasi kegiatan Kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan o

Daerah berdasarkan program kerja. guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang"
telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar;



(1)
(2)

(3)

Melakukan pengawasan dan pcng:andalian terhadap - Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam pelaksanaan tugas, -
baik secara preventif maupun represu’ untuk menghindari kesalahan dan
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas,

Melakukan penandatangan naskah dinas yang berhubungan dengan masalah
perencanaan pembangunan daerah sesuai kewanangan yang diserahkan oleh
atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Memfasilitasi pegawai dan masyarakat yang memerlukan informasi
perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan -

. yang berlaku guna kemudahan dalam urusan perencanaan pembangunan;.

Mengevaluasi seluruh kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah
setiap 1 (satu) Tahun Anggaran berdasarkan realisasi kegiatan guna
meningkatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada tahun
yang akan datang; _ L
Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang pelaksanaan
tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah secara tertulis melalui
nota dinas, nota pengajuan maupun secara lisan sesuai dengan ketentuan
berlaku agar. pelaksanaan urusan yang berhubungan dengan perencanaan
pembangunan daerah dapat berjalan baik dan lancar;

. Melaporkan hasil kerja kepada ‘pimpinan dengan memerintahkan bawa.han -

untuk merekapitulasi kegiatan yang telah dilaksanakan untuk diketahui dan. -
sebagai bahan dalam pembuatan laporan ke jenjang yang lebih tinggi; dan .. - =

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan arahan ya.ng
dlberlkan oleh pimpinan untuk kclancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 4
Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan dibawah chula Badan.
Sckretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung Jawab kvpadn Kepala' ,
Badan. )
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah unsur stuf yang
berkedudukan dibawah Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam -

mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bldang -
serta pelayanan administratif. ~ :

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4,
Sekretaris rnempunyal uraian tugas:

a.

Merencanakan program kerja Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) serta ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



Membagi tugas kepada para Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugaﬁ pokok
dan fungsi masing-masing agar pelaksanean tugas sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan; : :

Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Sub Bagian secara hsan dan
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dllaksanakan
dengan cepat dan benar; i

. Mengkoordma31kan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -

dengan unit kerja terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar keglatan dapat dilaksanakan secara terarah, .

terpadu dan serasi;

Melakukan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas, baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk mcnghmdarl penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku; _

Mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana

keprotokolan . dan humas, urusani umum dan rumah tangga Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah , berdasarkan tugas pokok dan fungsi
untuk kelancaran pelaksanaan tugas : '

Memfasilitasi sarana dan prasarana kesekretariatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sesuai anggaran yang tersedia agar dapat terlaksana
dengan baik;

. Melaksanakan pelayanan urusan surat mcnyurat dan pcngarulpan

berdasarkan pedoman yang berlaku untuk tertib administrasi;

. . Menelaah dan mengoreksi tata naskah dinas yang berkaitan de'ngan, .

penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan
pedoman dan ketentuan yang berlaku sebaga_l bahan perumusan kebljakan _
pimpinan;

Melakukakan evaluasi pelaksanaan tugas para Kepala Sub Baglan dcngan
membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana ker_;a yang
ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; _
Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan pengelolaan
kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada pimpinan

secara lisan atau tertulis berdasarkan hasil temuan dan masalah untuk |

dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan; '
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan =~
berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan kesekretaritan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan :

bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh pimpinan; dan '

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat antuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasé.l 6

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi :

1.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasn dan Pelaporan;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.



Bagian Ketiga |
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, :
koordinasi, fasilitasi pelaksanaan tata usaha umum, yang meliputi urusan surat .
,menyurat, kearsipan, mengolah data pegawai, proses mutasi pegawai, pensiun
‘pegawai, penyusunan formasi pegawai, kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis -
jabatan (ANJAB), analisa beban kerja; administrasi perjalanan Badan, humas dan
protokol serta pelaksanaan wurusan rumah tangga Badan yang meliputi
pengadaan, penyaluran, penyiinpanan dan pemeliharaan barang milik Badan.,

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagmmana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: '

a. Merencanakan program kerja kegiatan Sub Bagian Umum dan chegawman
berdasarkan Rencana  Strategis . (RENSTRA) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam -

melaksanakan tugas; }

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fung31 masmg-_.
masing agar pelaksanaan tugas sesuall dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat d1laksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaa.n
tata usaha meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan berdasarkan
ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi di ketatausahaan; _

e. Melaksanakan pengolahan data pegawai di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertatanya
bezzeting kepegawaian dengan baik;

[.  Melaksanakan proses mutasi dan pensiun pegawal di lingkungan B..idan-
Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan yang be;laku
. guna dijadikan balian pengusulan lebih lanjut;

g. Menyusun formasi pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan -
Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna perencanaan persediaan
dan kebutuhan pegawai;

h. Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di hngkungan Badan-

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka untuk mengetahul ]umlah
dan kualitas pegawai yang diperlukan;

i. Menyusun evaluasi jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan e

Daerah dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri sipil '

guna untuk nienentukan besarnya gaji yang dlbenkan kepada pemangku_
jabatan;
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Melaksanakan administrasi perjalanan dinas di Iingkungaﬁ- Badan

. Perencanaan Pempangunan Daecrah' berdasarkan ketentuan yang berlaku

agar tugas dapat dilaksanakan dcngan cepat dan benar serta tertib
administrasi; '

Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol di hngkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan pedoman yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi pengadaan, penyaluran '
penyimpanan dan pemeliharaan hkarang milik Badan Perencanaan =
Pembangunan Daerah sesuai ketentuan agar tepat guna dan tepat sasaran; -

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan hasil
kerja dengan rencana kerja yang telah disusun uatuk mengetahul tmgkat
kinerja yang telah dicapai; _
Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan'
tugas; P

Membuat laporan hasil pelaksanaan -tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;
Melaksanakan tugas kedinasan laiﬁnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai

petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal9

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah
bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan, Penetapan Kinerja
Tahunan {PKT) Badan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
fasilitasi serta penyiapan bahan laporan program dan realisasi seluruh kegiatan
di lingkungan Badan, penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,
mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional (LHP) dan
pengawasan melekat (Waskat). - | '

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program kerja kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan

Pelaporan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daecrah serta ketentuan yang berlaku scbagai pcdoman
dalam melaksanakan tugas; .



Membagi tugas kepada bawahan 'sésﬁai tugas pokok' dan fungsi .masing-"‘
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan mauplin tertulis

berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat d11aksanakan dengan
cepat dan benar;

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan chcana
‘Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan - Kinerja
Tahunan (PKT) Badan Perencanaain Pembangunan Daerah berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan
laporan; _
Mclaksanakan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, koordmam :
dan fasilitasi berdasarkan ketentuan yang berlaku guna mcmpermndah
proses pelaksanaannya,;

. Menyiapkan bahan laporan program dan realisasi seluruh keglatan d1_'

lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai kctentuan yang .
berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

Melaksanakan penyusunan LAKIP, LKPJ, dan LPPD berdasarkan program
kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui * kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah; : S

Mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional (LHP) sesuai B
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna tercapamya.
kinerja badan;

Mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan melekat (WASKAT) sesum :
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna tercapamya
kinerja badan;. :

Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan' :
bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan :
yang berlaku guna tercapainya lnnelja badan; :

Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan ‘membandingkan
hasil kerja dengan rencana kerja yang telah disusun untuk mengetahul )
tingkat kinerja yang telah dicapai;

Memberikan saran dan pertunbangan berkaitan dcngan tugas Sub Baglan
Program, Evaluasi dan Pelaporan secara lisan atau tertulis mengenai temuan-
dan masalah untuk dijadikan bahan pertxmbangan bagi pimpinan dalam
mengambil kebijakan;

. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakon tugus dan o
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk .

menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas,
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang'
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; .
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupokm sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas



Bagian Kelima
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyeu tugas melaksanakan schugian tug,as
Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja dolam rangka
mengkoordinasikan, penyusunan Rencana Kerja Anggaram (RKA) Badan dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan, penyusunan anggaran Kas
Badan, meneliti kelengkapan dokumen SPP, menyiapkan SPM, verifikasi atas
pengguna anggaran Badan, menyusun laporan keuangan Bedan (bulanan,
semesteran dan  tahunan), pengelolaan gaji pegawai, ' pengolahan

data/perhitungan/rekapitulasi laporan berkala terhadap belanja pegawai, barcmg-"
dan jasa serta operasional Badan. '

Pasai 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagan'nana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala |
Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. Merencanakan program kerja kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Peinbangunan Daerah
serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; .

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi -

masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan; ' :

c. Memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan msiuptm te1'tulis-
berdasarkan ketentuun yang berluku agar tugas dapat dllakbanakan dmgan
. cepat dan benar:

d. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA} dan Dokumen ‘Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasatrkan
plapon dana yang tersedia untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan.
program kegiatan; _

e. Menyusun anggaran kas _Badan . Perencanaan Pembaagunan 'Dacrah
berdasarkan jumnlah anggaran yang tersedia agar tertib dalam pengelolaan
anggaran; ' _ | A '

f. Meneliti kelengkapan dokumen SPP Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk'_menghindari kesalahan; -

g. Menyiapkan SPM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sudah.
diteliti berdasarken ketentuan yang berlaku untuk dl_]adxkan bana.n daiamn .
pengajuan ke SKPD terkait;

h. Melaksanakan verifikasi atas penggunaan anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Dacrah berdasarkan anggaran yang tersedia guna memberi
kepastian kebenaran penggunaan{ dana sesuai anggaran yang telah'
ditetapkan,; b 7

i. Menyusun laparan keuangan (bulanan, semesteran, dan tahunan) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Kketentuan yang berlaku
sebagai bahan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah diprogramkan; .

j.  Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi; o
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k.

(1)

Menyiapkan bahan usulan SKPP'gaji PNS yang alih tugas/ 'pin'dah' ke
Kabupaten lain atau keluar daerah lain dan PNS yang meninggal sesuai
peraturan yang berlaku guna tertib administrasi; -

Melaksanakan pengolahan data/ perhrtungan/rekapltulam laporan berkala
terhadap belanja pegawai, barang dan jasa serta operasional Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah guna dijadikan dasar dalam penyusunan'
laporan realisasi anggaran;

Menghimpun dan menyiapkan bahan usulan pengangkatan, pemcgang: |
kas/pembantu pemegang kas serta atasan langsungnya untuk dxsampmkan
kepada pimpinan,; ' : :
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan hasil

kerja dengan rencana kerja yang telah disusun untuk mengetahui ttngkat
kinerja yang telah dicapai;

Mengatur dan mengkoordinir penyelenggaraan administrasi keuangan sepertl
kegiatan pencairan, pembuatan dokumen penerimanan dan pengeluaran
uuang, pembayaran, penyimparnan dan pembukuan sesuai dengnn ketentuan
yang berlaku dalam rangka tertibnya pengelolahan administrasi keuangan;.
Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas bawahan
dan kegiatan berdasarkan program Kerja dan ketentuan yang berlaku untuk -

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas; .

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan o
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai

petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Ekonomi

Pasal 13
Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyusun rericama dan program kerja,
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian
penyusunan perencanaan, pembinaan teknis, penyusunan prosedur kerja,
monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan
pembangunan bidang agribisnis, pariwisata, industri, bisnis, koperasi dan.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mcliputi pertanian, tanaman pangan,

. kehutanan, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, ketahanan

pangan dan pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi 'da'n- Usaha
Kecil dan Menengah (UKM} dan penanaman modal. _
Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan melalui Sekretaris. -

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala |
Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugafs '

a.

Merencanakan program kerja Bidang Ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah herdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) serta

~ ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
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Membagi tugas kepada para Kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan; :

Memberi petunjuk kcrja kepada para Kepala Sub Bidang seccara lisan’ dan
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan

- dengan cepat dan benar;

Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Sub
Bidang untuk meningkatkan kelancaran dan menghindari ter_]adlnya
kesalahan serta penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan unit kerja terkait, berdasarkan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keglatan dapat
dilaksanakan secara terarah, terpadu serasi dan tepat sasaran;

‘Melakukan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas, baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk menghindari penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku;

Menyusun bahan rumusan l-'ebgakan teknis di Bldang Ekonomi sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna dijadikan acuan dalam
pelaksanaan tugas; '
Mengendalikan penyelenggaraan program | kegiatan di Bidang Ekonomi
sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja organisasi;
Menyelenggarakan monitoring, pengendaiian, evaluasi dan pelaporan
perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dengan membanclingkan

antara hasil kerja dengan rencana kexja yang ditetapkan untuk mengetahut
tingkat keberhasilan; :

Menyampaikan hasil analisis dan ka_];an atas informasi, permasalahan yang
dihadapi dan tata laksana pada Bldang Ekonemi baik secara lisun maupun
tertulis kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan; :

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi baik secara lisan atau tertulis berdasarkan hasil
temuan dan masalah untuk dijadikan bahan pertimbangan bag1 ‘pimpinan
dalam mengambil kebijakan;

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berkaitan -
dengan kegiatan Bidang Ekonomi vyang dilaksanakan sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan sebagai bahan evaluasi
serta penilaian kinerja oleh pimpinan; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai

petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Kepala Bidang Ekonomi membawahi :

1.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Agnblsms dan Panvnsata

2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Industri, Bisnis, Koperasi dan UMKM

12



. Bagian Ketujuh : :
Kepala Sub Bidang Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata

_ Pasal 16

Kepala Sub Bidang Pengembangan Agnb1sms dan Pariwisata mcmpunym tugas
menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan
kebijakan teknis, mengumpul dan méntabula51 ‘bahan rumusan kegiatan,
mengumpul informasi dan penyajian data serta menyiapkan bahan pengendalian
dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang berkaltan dengan bidang
agribisnis dan pariwisata meliputi pertanian, tanaman pangan, kchutanan,
peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, ketahanan pangan dan

pariwisata. | R

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas scbagalmana dimaksud dalam Pasal. 16, Kﬂpala -

Sub Bidang Pengembangun Agribisnis dan Pariwisata mempunya_i uraian tugas :

u. Merencanakan program kerja kegiatan Sub Bidang Pengembangan Agribisnis
dan Pariwisata berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA)} . Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah serta ketentuan yang berlaku scbaga—u
pedoman dalam melaksanakan tugas; : ‘

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

¢. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Menyelia pelaksanaan tahapa.n penyusunan rencana pembangunan daerah'
mulai dari penyusunan rencana awal, pelaksanaan nmsrenbang, perumusan
rencana akhir dan penetapan rencana kerja pembangunan daerah dalam
RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam lingkup
kerja sub bidang Pengembamgan Agribisnis dan Pariwisata sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;-- '

e. Melaksanakan penyusunan :chca_}la Pembangunan meliptiti- Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daérah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)'dan RKPD dalam lingkup sub bidang
Pengembangan Agribisnis dan Panmsata sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna dijadikan acuan perencanaan rencana kerja SKPD terkait;

f. Menyelia penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan rancanga'n:
kebijakan umum RAPBD, APBD dan perhitungan APBD sesuai dengan
tupoksi dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyu sunuan anggaran; -

g. Melaksanakan  evaluasi terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah, -
pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah
dalam lingkup Sub Bidang Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata;

h. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpangan dalam pelaksanaan_ -'
tugas; . _

i. Menyampmkan saran dan pertimbangan kepada atasan berkeutan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan- pertlmbangan bag1 plmpman dalam
mengambil keputusan;
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j.  Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan 'progfam kérja Srang
- telah ditetapkan sebagai pertanggung]awaban kepada pimpinan; dan

LY

petunjuk dan arahan pimpinan untuk ketancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedelapan

Pwsal‘_E 18 _ . | _
Kepala Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan mempunyai-tugas inenyusun.
rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis,
mengumpul dan mentabulasi bahan rumusan Kegiatan, mengumpul informasi
dan penyajian data serta menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan
perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan bidang industri, Bisnis,
Koperasi dan UMKM meliputi penndustna.n perdagangan, kopera31 dan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) dan penanaman modal. : |

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala o
Sub Bidang Pengembangan Industri, Bisnis, Koperasi dan UMKM mempunyeu v
uraian tugas : :

a. Merencanakan pregram kerja kegiatan Sub Bidang Pengembangan Industri,.
Bisnis, Koperasi dan UMKM berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta kctentuan yang berlaku
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungm masmg-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

¢. * Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis

k. Melaksanakan tugas kedinasan lamnya yang berkaitan dengan tupoksn sesua1 o

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dllaksanakan dengan. cepat dan -

benar;

d. Menyelia pclaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan‘daer,ah -
mulai dari penyusunan rencana awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan
rencana akhir dan penetapan rencana kerja pembangunan’ dacrah dalam
RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam lmgkup
kerja sub bidang Pengembangan Industri, Bisnis, Koperasi dan, UMKM sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna efektifitas dan eﬁswnsn pelaksanaan
tugas; 4 : : '

e. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan meliputl- Rencana -
Pembangunan Jangka Panjang Daérah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD dalam lingkup sub bidang
Pengembangan Industri, Bisnis, . Koperasi dan UMKM sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna dl_]adlkan acuan perencanaarn rencana ker_]a 7
SKPD terkait; :

f. Menyiapkan bahan wuntuk penyusunan dan pembahaaun ‘rancangan -

kebijakan umum RAPBD, APBD dan perhitungan APBD sesuai dengan -

tupoksi ttan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyusunan anggaran;
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(1)

(2)

Melaksanakan evaluasi terhadap Kebijakan Pembanguhan Daerah,
pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah

dalam lingkup sub Bidang Pengembangan Industri, Bisnis, - Koperasi dan - ;

UMKM;
Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang bérlaku untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaén

tugas; -
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan bcrkaltan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bagl pimpinan dalam
mengambil keputusan,; | :
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoka! sesual '
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pela].sanuan lugas '

Bagianl{epembﬂan .
KepalaBkhngBosialBudaya

Pasal 20 _
Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyusun rencana dan program -
kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian
penyusunan perencanaan, pembinaan teknis, penyusunan  prosedur kerja,
monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial budaya dan kesejahteraan
rakyat yang meliputi kepegawaian, pemerintahan umum, organisasi,
persandian, kearsipan, perpustakaan, kependudukan: dan catatan sipil,
kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesatuan bangsa, pemuda dan olah raga
serta administrasi keuangan daerah, pendapatan dan asset, pendidikan,
kesehatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, pernberdayaan _
perempuan, keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi.

Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlpinipin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab_ '
kepada Kepala Badan melalu Sekretans

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 20, Btdang
Sosial Budaya mempunyai uraian tugas:

a

.- Merencanakan program kerja Bldang Sosial Budaya Badan Pcnencanaan .

Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) serta
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Membagi tugas kepada para Kepalé Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing agar pclaksanaan tugas sesual dengan rcncana _
yang telah ditetapkan; 1

Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Sub Bldang secara lisan dan _.
tertulis berdasarkan ketantuan yang, berlaku agar tugas‘ dapal. dllaksanakan L
dengan cepat dan benar;
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d. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Ke;ﬁaﬂa Sub
Bidang untuk memngkatkan kelancaran dan menghindari terjadinya
kesalahan serta penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan unit kerja terkait, berdasarkan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan - yang berlaku agar kegiatan dapat
dilaksanakan secara terarah, terpadu serasi dan tepat sasaran;

f.  Melakukan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas, baik

“secara langsung maupun tidak langsung untuk menghindari penyimpangan

dari ketenfuan yang berlaku;

g. Menyusun bahan rumusan kebljakan teknis di Bidang Ekonomi sesuai.
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna dijadikan acuan dalam
pelaksanaan tugas;

h. Mengendalikan penyelenggaraan program / kegiatan di Bidang Sosial
Budaya sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja organisasi; -

i. Menyelenggarakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial < Budaya dengan
membandingkan antara hasil kerja dengan rencana kerja yang: ditetapkan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan;

j.  Menyampaikan hasil analisis dan kajian atas infonﬁasi,_ pennasa]ahén yang
dihadapi dan tata laksana pada Bidang Sosial Budaya baik secara lisan

-maupun tertulis kepada atasan sebagai bahan pertimbang_an' dalam

pengambilan keputusan; )

k. Memberikan saran dan pertnnbangan kepada pimpinan berkaitan dengah
'+ permasalahan yang dihadapi baik secara lisan atau tertulis berdasarkan hasil
temuan dan masalah untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi plmpman
dalam meng:mbil kebijakan; <

l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berkaitan
dengan kegiatan Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan secbagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaamr tugns dan sebagai buhan evaluasi
serta penilaian kinerja oleh pimpinan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelangaran pelaksanaan tngas.

Pasal 22
Kepala Bidang Sosial Budaya membawabhi :
1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagilan Kesepuluh
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 23
Kepala Sub B1dang Pemerintahan dan’ Sosial Budaya mempunyai tugas
menyusun rencana Kkerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan
kebijakan teknis, mengumpul dan mentabulasi bahan rumusan kegiatan,
mengumpul informasi dan penyajian data serta menyiapkan bahan pengendalian
dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan bidang
Pemerintahan dan Sosiai Budaya meliputi kepegawaim, pemerintahan umum,
‘ 16
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organisasi, persandian, kearsipan, perpustakaan, kependudukan dan catatan
sipil, kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesatuan bangsa, pemuda dan olah raga
serta administrasi keuangan daerah, pendapatan dan Asset.

!
Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala
Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :

a.

d.

Merencanakan program kerja kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 'Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagau pcdoman dalam
melaksanakan tugas; .
Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungSI masmg— :
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis -
berdasarkan ketentuan agar {ugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

Menyelia pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah
mulai dari penyusunan rencana awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan
rencana akhir dan penetapan rencana kerja pembangunan daerah dalam

" RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam lingkup

kerja sub bidang Pengembangan Industri, Bisnis, Koperasi dan UMKM sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna efektifitas dan efi31cn31 pelaksanaan :
tugas; _ L
Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Perabangunan mehpuu Rencana -
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD dalam lingkup sub Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
dijadikan acuan perencanaan rencana kerja SKPD terkait;

Menyiapkan bahan untuk penyuSunan dan pembahasan rancangan- .

kebijakan umum RAPBD, APBD dan perhitungan APBD sesuai dengan
tupoksi dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyusunan anggaran;-
Melaksanakan evaluasi terhadap! Kebijakan Pembangunan Daerah,
pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah
dalam lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

Mengontrol pelaksanaan tugas bawalHan dalam melaksanakan tugas dan--
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pclaksanaan
tugas; |
Menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan bcrkmtan dcngan '
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik sccara lisan
maupun_ tertulis sebagai bahan pcrtmeangan bagl pimpinan dalam
mengambil keputusan; '

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bcrdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan Hengan tupokél sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 25 | |
t Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana
kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis,
mengumpul dan mentabulasi bahan rumusan kegiatan, mengumpul informasi
dan penyajian data serta menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan
perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan bidang Kescjahteraan Rakyat
meliputi pendidikan, kesechatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan perempuan, keluarga berehcana, tenaga kerja dan tronsmigrasi.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala
Sub Bidang Kesejahieraan Rakyat mempunyai uraian tugas:

a. Merencanakan program kerja kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
berdasarkan Rencana  Strategis (RENSTRA) Badan  Perencanaan
Pembangunan Daerah serta ketentuan yang berlaku sebagai pcdoman dalam
melaksanakarn tugas; o

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungs_i masing-'
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. ‘Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis-
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Menyelia pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah
mulai dari penyusunan rencana awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan
rencana akhir dan penetapan rencana kerja pembangunan daerah dalam
RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam lingkup
kerja sub bidang Pengembangan Industri, Bisnis, Koperasi dan UMKM sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna efektifitas dan efisiensi pelakscnaan
tugas; :

e. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan mellputl Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD dalam lingkup sub Bidang
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan :ketentuan yang berlaku guna duadlkan
acuan perenoanaan rencana kerja SKPD terkait;

f. Menyiapkan bahan untuk penyusunan dan pembahasan rancangan
kebijakan umum RAPBD, APBD dan perhitungan APBD sesuau dengan
tupoksi dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyusunan anggaran;

g. Melaksanakan evaluasi terhadap' Kebijakan Pembangunan Daerah,
pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah
dalam lingkup sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

h. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaltu untuk -
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas; | '

i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalamn pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan; |
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(2)

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang. S

telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan t_upok_si sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BagianKedmbelas
KepathhngEuik,PranranadnnTataRmngWﬂayah

Pasal 27 , _ . _
Bidang Fisik, Prasarana dan Tata;. Ruang Wilayah mempunyai tugas
menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan .
kebijakan teknis, pengoordinasian penyusunan perencanaan, pembinaan
teknis, penyusunan prosedur kerja, monitoring, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik,
prasarana dan penataan ruang wilayah meliputi meliputi kebersihan dan
perumahan, pemukiman, jalan dan jembatan, pengairan, perhubungan, pos
dan telekomunikasi, informatika, lmg*kungan hidup, energi dan sumber daya -

mineral dan sumber daya alam, pertanahan dan pengembangan kawasan,

penataan lingkungan, penyusunan dan penctapan  Rencana Tata Ruang
Wilayah, penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.

Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah scbagnimana ‘dimnaksud o
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sckrelaris. '

Pasgal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala
Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah mempunyai uraian tugas:

a.

Merencanakan program kerja - Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang
Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan. Rencana

Strategis (RENSTRA) serta ketentuan yang berlaku sebagal pcdoman dalam
melaksanakan tugas;

Membagi tugas kepada para Kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok _- -
dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuail dengan rencana
yang telah ditetapkan;

Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Sub Bldang secara hsan dan
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan
dengan cepat dan benar; -

Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Sub

Bidang: untuk meningkatkan - kelancaran dan mcnghlndarl th]admya

kesalahan serta pcnylmpangan dalam pelaksanaan tugas; .
Mengkoordinasikan keglatan Bldung Fisik, Prasarana dan Tata Fuang

Wilayah Badan Peirencanaan Pembangunan Daerah dengan unit kerja terkait,

berdasarkan ketentuan dan peraturhn perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat dllaksanakan secara terarah, terpadu serasi dan tepat
sasaran; :

Melakukan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas, baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk menghlndarl penylmpangan '
dari ketentuan yang berlaku ' '
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g Menyusan bahan rumusan kebijakan teknis di Bidang Fisik, Prasarana, dan

' Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
guna dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

h. Mengendalikan penyelenggaraan program /[ kegiatan di- ‘Bidang Fisik,
Prasarana, dan Tata Ruang Wilayah sesuai ketentuan yang berlaku untuk
peningkatan kinerja organisasi; : _

i. Menyelenggarakan monitoring, pengcndalian, evaluasi dan pelaporan '
perencanaan pembangunan daerah Bidang Fisik, Prasarana, dan Tata Ruang .
Wilayah dengan membandmgkan emtara hasil kerja dengan rencana ker_]a_ _
yang ditetapkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan; : S

j. Menyampaikan hasil analisis dan kajian atas informasi, perrnasalahan ‘yang

- dihadapi dan tata laksana pada Bidang Fisik, Prasarana, dan Tata Ruang
Wilayah baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai banan -
pertimbangan dalam pengambilan keputusan; :

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkajtaﬁ', dengah '
permasalahan yahg dihadapi baik secara lisan atan tertulis berdasarkan hasil

temuan dan masalah untuk dijadikan bahan pemmbangan bagi- plmplnan
dalam mengambil kebijakan;

l. Menyampaikan laporan hasil pelakaﬂnaan tugas kepada plmpman berkaitan
dengan kegiatan Bidang Fisik, Prasarana, dan Tata Ruang Wilayah yang

dilaksanakan sebagai pertanggun.'awaban atas pelaksanaan  tugas dan .

sebagai bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh pimpinan; dan’

m. Melaksanakan tugas kedinasan lamnga yang berkaitan dengan tupokan sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 29
Kepala Bidang Fisik, Prasarana, dan Tata Ruang Wilayah membawahi :
*“1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana. '
2. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Wilayah.

Bagian Ketigabelas -
Kepala Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana

_ Pasal 30 _
Kepala Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana mempunyai tugas o
menyusun rencana Kkerja, mengumpul dan mengolah bahan ' perumusan
kebijakan teknis, mengumpul dan mentabulasi bahan rumusan kegiatan,
mengumpul informasi dan penyajian data serta menyiapkan bahan pengendalian -
dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan bidang
Fisik dan Prasarana meliputi kebersihan dan perumahan, pemukiman, jalan dan
jembatan, pengairan, perhubungan, pos dan telekomunikasi, informatika,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral dan sumber daya alam. -

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala
Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program kerja kegxat:ﬁ.n Sub Bidang Pengendalian FlSlk dan
Prasarana berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan
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’ : :
Pembangunan Daerah serta ketentuah yang berlaku schaggi podoman dalam
melaksanakan tugas; i S
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masmg-_
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Menyelia pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah
mulai dari penyusunan rencana awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan .
rencana akhir dan penetapan rencana kerja pembangunan daerah- dalam
RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam lingkup
kerja sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana sesuai dengan ketentuan
yang berlaku guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

e. Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan meliputi Rencana
Pembanganan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana .Pembanganan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD dalam lingkup sub Bidang
Pengendalian Fisik dan Prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
guna dijadikan acuan perencanaan rencana kerja SKPD terkait;

f. Menyelia penyiapan bahan untuk penyusunan dan pembahasan rancangan
kebijjakan umum RAPBD, APBD dan perhitungan APBD sesuai dengan
tupoksi dar ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyusunan anggaian;

g. Melaksanakan evaluasi terhadu'p'; Kebijakan Pembangunan - Dderah, -

. pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah
dalam lingkup sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana,;

h. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk -
menghindari terjadinya kesalahan dan penylrnpangan dalam pelaksanaan
tugas; i

i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkmtan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanamn tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertlmbangan bagi pimpina.n dalam
mengambil keputusan; . _

j.  Membuat laporan hasil pelaksanaat tugas berdasarkan program ker]a yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai -
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempathelas

Pasal 32 _
Kepala Sub Bidang Tata Ruang Wilayah mempunyai tugas menyusun rencana
kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan Kkebijakan (eknis,
mengumpul dan mentabulasi bahan rumusan kegiatan, mengumpul informasi
dan penyajian data serta menyiapkan bahan pengendalian dan eveluasi kegiatan
perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan bidang Tata Ruang Wilayah
meliputi pertanahan dan pengembangan kawasan, :penataan lingkungan,

penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, penetapan rencana
detail tata ruang untuk RTRWK. 4
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| Pasal 33
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 32, Kepala
Sub Bidang Tata Ruang Wilayah mempunyai uraian tugas :
a. Merencanakan program kerja kegiatan Sub Bidang Tata Ruang Wllayah _
berdasarkan Rencana  Strategis! (RENSTRA) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah serta ketentuan yang berlaku scbagul p(.doman dalam
melaksanakan tugas; l

b. Membagi tugas kepada bawahan sesual tugas pokok dan fungsx masing-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun lertulis -

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dllaksanaknn dengan ceput dan .

benar;

d. Menyelia pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah
mulai dari penyusunan rencana awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan
rencana akhir dan penetapan rencana kerja pembangunan daerah dalam’
RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam lingkup
kerja sub Bidang Tata Ruang Wilayah Wilayah sesuai dengan ketentuan yang:
berlaku guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; |

e. Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan meliputi.‘ Rencana -
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan =

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD dalam lingkup sub Bidang
Tata Ruang Wilayah Wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku g‘una
dijadikan acuan perencanaan rencana kerja SKPD terkait;

f. Menyelia penyiapan bahan untuk peényusunan dan pembahasan ranca.ngan
kebijakan umum RAPBD, APBD dan perhitungan APBD sesuai dengan
tupoksi dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyusunan anggaran;

g. Melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan Kawasan Strategis Kota .
dengan bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk digunakan sebagai
pedoman dalam pengembangan dan penataan tata ruang wilayah kota;

h. Melaksanakan evaluasi terhadap. Kebijakan Pembangunan Dezrah,.
pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah :
dalam lingkup sul: Bidang Tata Ruang Wilayah Wilayah,; :

i, Mengontrol pelaisanaan tugas bawghan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan berdasarkan program kerjé dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pclaksanaan -
tugas; ' S

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan_ -
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan; ' L

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai |
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. '



_
Kepala Bicang Penelitian, Pengembangan dan Analisa Statistik
Pasal 34 L
(1) Bidang Penelitian, Pengembangan 'dan Analisa Statistik mempunyai tugas
menyusun rencana dan program kerja, prosedur kerja, menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, fasilitasi, pengendalian dan
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
bidang penelitian, pengembangan (LITBANG) dan analisis statistik
perencanaan pembangunan daerah meliputi pengembangan (inovasi} dan
penerapan sesuai kebutuhan pembangunan, penyusunan data IPM (Indeks -
Pembangunan Marusia), Profil Kota Singkawang, analisis PDRB (Preduk

Domestik Regional Bruto}, analisis i1nflalsl analisis PAD (Pendapatan Asli
Daerah);

(2) Bidang Penelitian, Pengembangan% dan Analisa Statistik sebagaimana_
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepacla Kepala. Badan -
melalui Sekretaris.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala |
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Analisa Statistik mempunyai uraian tugas:

a. Merencanakan program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan dan Analisa
Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA} serta ketentuan yang berlaku sebagui pedoman dalam
melaksanakan. tugas;

b. Membagi tugas kepada para Kepala Sub Bidang sesuai- dcngan tugas pokok.

dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan; :

¢. Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Sub Bidang secara lisan dan
tertulis berdasarkan ketentuan. yang :berlaku agar tugas dapat dilaksanakan
dengan cepat dan benar;

d. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas paré Kepala Sub
Bidang untuk meningkatkan kelancaran dan menghindari- terjadinya
kesalahan serta penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; :

e. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dau Anahsa
Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan unit kerja terkait,
berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu serasi. dan tepat
sasaran; g

f. Melakukan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas, baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk menghlndarl penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku; :

g Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di - Bidang Pcné‘itian,
Pengembangan dan Analisa Statistik sesuai dengan ketentuan dan peraturan

" yang berlaku guna dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

h. Mengendalikan penyelenggaraan program pada bidang Penelitia.n,
Pengembangan dan Analisa Statistik sesuai ketentuan yang berlaku untuk
peningkatan kinerja organisasi;
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1. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksariaan pchelitian -

pengembangan sektoral sesuai skala prioritas pembangunan melalui pra riset
lingkup bidang ekonomi, sosial budaya, fisik, prasarana dan tata ruang
. wilayah; -

j- Mengendalikan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bcrbaszs
ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan perencanaan
pembangunan di Kota Singkawang;

k. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan penyusunan data
perencanaan pembangunan dan data pembangunan daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagai  bahan perencanaan dan evaluasi
pembangunan; L :

. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelakaanaan keglatan dengan
membandingkan antara hasil kerjo dengan rencana kerjo yang ditetapkan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan;

m. Menyampaikan hasil analisis dan kajian atas informasi, permasalahan yang"
dihadapi dan tata laksana pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan
.Analisis Statistik baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

n. Memberikan saran dan pertimbangen kepada pimpinan berkautan dengan o
permasalahan yang dihadapi baik secara lisan atau tertulis berdasarkan hasil
temuan dan masalah untuk dl_]ad1kan bahan pertimbangan bagi: plmpman'
dalam mengambil kebijakan; .

0. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berkaitan :

dengan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Analisa Statistik yang - |

dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan.

sebagai bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh pimpinan; dan '
p. .Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai

petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 36

'‘Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Analisis Statistik membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Litbang | '

2. Kepala Sub Bidang Analisa Statistik.

Bagian Keenam belas
Kepala Sub Bidang Litbang
) :
_ Pasal 37 _ o
Kepala Sub Bidang Litbang mempunyai tugas menyustin -fcncana kerja,
mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kegiatan bidang penelitian dan pengembangan (inovasi) meliputi mengelola hasil
penelitian dan pengembangan berbasis ilmu pengetahuan .dan teknologi,
mengumpul, mentabulasi bahan rumusan kegiatan, mengumpul informasi dan
merckapitulasi serta menyajikan data mengenai perencanaan pembangunan
meliputi fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi,
lingkungan  hidup, agribisnis, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,

pariwisata dan budaya, pendidikan, peglmdungan sosml serta penelman dan
pengembangan.

'|
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Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Paqul 37 Kepala' )
Sub Bidang Litbang mempunyai uraian tugas : B

a.

Merencanakan program kerja kegiatan Sub Bidang Lithang, bcrciuaarkan'
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
serta ketentuan yang berlaku sebagai pedeman dalam melaksanakan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah di_tét_apkanj

Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis -
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

Mengelola hasil penelitian dan pengembangan berbasis ilmu pengetahuaxi'
dan teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku scbagal bahan
pertimbangan pembangunan daerah;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis dan
fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan
hidup, agribisnis, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan
budaya, pendidikan, perlindungan Sosial serta penelitian dan pengembangan'
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan maupun.
evaluasi pembangunan daerah; L

Melaksanakan penyiapan, penelaahan dan penyajlan data mcngena_l
perencanaan pembangunan fungsi pelayanan umum, ketertiban dan

ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, agribisnis, perumahan dan fasilitas =~

umum, keschatan, pariwisata dan budaya pendidikan, perlindungan sosial

_serta penelitian dan pengembangan ’sesua; ketentuan yang berlaku sebagai

bahan perencanaan maupan evaluasi pembangunar daerah;
Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Menengah dan Tahunan dalam lingkup Penelitian dan Pengembangan dengan

bekerja sama dengan unit kerja terkait guna dljadlkan bahan acuan -

pembahasan selanjutnya; :
Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan -
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk’

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan _dalam pelaksana.an '
tugas; : —

Menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan berkaitan denga.n
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam o

mengambﬂ keputusan;

Membuat laporan hasil pelaksanann tugas berdasarkan prograin ker_la yang .
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; -

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
-
Bagian Ketujuh belas
Kepala Sub BidangAnalisa Statistik
Pasai 39

Kcpala Sub Bidang Analisa Statistik mempunyai tugas menyusun rencana kerja,
mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kegiatan bidang analisis statistik meliputi pendataan, penyiapan.bahan analisis
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statistik serta mengolah hasil analisis statistik meliputi = penyusunan 'data.IPM |

(Indeks Pembangunan Manusia), Profil Kota Singkawang, analisis PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto}, analisis inflasi, analisis PAD (Penda‘patan_Asli Daérah)
dan mengumpul informasi, merekapitula?si, menganalisis serta menyajikan hasil

analisis data perencanaan pembangunan meliputi fungsi pelayanan umum,
ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, agribisnis, perumahan
dan fasilitas umum, kesechatan, pariwisata dan budaya, pendidikan,
perlindungan sosial. o - - ' '

Pasal 40
‘Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Paaal 39, Kepala_
Sub Bidang Analisa Statistik mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program kerja kegiatan Sub Bidang Analisa Qtatlsuk
berdasarkan Rencana  Strategis (RENSTRA) Badiin = Perencanaan
Pembangunan Daerah serta ketentuan yang berlaku svbap,m pedoman dalam
melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-'
masing agar pelaksanann tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan - -
benar;

d. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan data IPM (Indeks Pembangunan -
Manusia) berdasarkan ketentuan yang berlaku sebaga1 salah satu bahan
perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;

e. ‘Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Profil Kota Smgkawang sesuai. dengan '
ketentuan yang berlaku guna tersedianya informasi umum mengeneu-
pemerintah kota Singkawang; .

f. Melaksanakan kegiatan analisis PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tersedianya salah satu - bahan_
perencanaan dan evaluasi pembangunan daeran;

g. Melaksanakan kegiatan analisis inflasi di daerah Kota Singkawan'gi
berdasarkan data faktual dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahu1
tingkat inflasi di kota Singkawang; :

h. Melaksanakan kegiatan analisis PAD. (Pendapatan Asli Daerah) berdasarkan

data faktual dan ketentuan yang herlaku untuk mangctahul tingkat PAD Kata =

Singkawang; : .

i. . Melaksanakan kegiatan analisis data perencanaan pembangunan meliputi -
fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan.
hidup, agribisnis, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan
budaya, pendidikan, perlindungan sosial dengan menggunakan teknik
statistik yang telah ditentukan guna tersedianya 1nformasx statistik terkalt '
perencanaan pembangunan daerah;

j. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan bemdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk -

menghindan terjadinya kesalahan dan penynnpangan dalam pelaksanaan y

tugas;
k. Menyampaikan seran dan pertlmbangan kepada atasan berkaitan dengan

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan- - '

maupun tertulis secbagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan; - . S
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. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggung]awaban kepada pimpinan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain nya yang berkaitan dengan tupoksi scsuai -
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. '

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pac]a tanggal dlundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. -

Ditetapkan di Singkawang |
pada ta_nggal 26 November 2014'_

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd -
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 26 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
P
ttd f

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKU DAN PERUNDANG~UNDANGAN

R, SH
Pembina
NIP. 19681016 .199803 1 004
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